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ABSTRAK

Kepolisian sebuah institusi yang telah memisahkan diei dengan TNI,
merpuonyar  kewenangan dolaom memberikan kebijakan-kebijakan untuk
mengeluarkan izin senjata api bapl warga sipil. Namun dibalik pemberian izin
tersebut pibak Polri harus dapat melakukan pengawasan. meningkatkan keamanan
dan ketertiban serta melaksanakan penegakan hukum jika seandainya dilakukan
penyalahgunaan senjata apl. Adapun yvang menjadi perumusan masalah dalam
penulisan i adalah:  bagaimana  peran  Kepolizian  dalam  menanggulangi
penyalahgunoan  senjala apl. faktor-fakdor  penghambat dalam  menangpulang
penyvalahgunaan senjata api. Upaya-upaya vang dilakukan dalam menangpulang
penyalahgunaan senjata api. Dalam penulisan skripsi ini menpeunzkan metode
pendekalan yuridis sosiolegis. valtu selain mengpunakan [iteratue-lierawr  vang
berkaitan dengan masalah yang ditulis, jugs melakukan penelitian dilapangan dalam
bal ini Kepolisian Daersh Sumaters Barar. Kejaksaan Negeri Padang. Pengadilan
Mepert Padang, teknik pengumpulan data vang digunakan adalah studi dokumen aian
studi kepustakaan vaitu mengumpulkan dan mengambil bahan vang berkaitan denpan
permasalaban vang ditehin dilapangan seperti sural tuntutan dan surat putusan (venis).
selain itu juga mepggunakan metode wawancars yaitu metede vang digunakan untuk
mendapatkan secara lisan dari pihak yang memiliki relevansi dengan apa yang
diangkat dengan permasalahan, Adapun Resimpulan yanp diperoleh dari hasil
penelitian vaitu: peran kepolisian dalam menangpulangi penvalahgunaan senjata api,
pada  umumnya  Kepolisian  berperan memelibara  keamapan  dan ketertiban
masvarakat, mencgakan  hukum,  memberikan  pengavoman.  dan  pelavanan
masvarakal, dan seandainya ada penyalahgunaan senjata api maka pihak Kepolisian
akan melakukan penyelidikan, Mengenal faktor penghambal dalam menangpulang
penyalahgunaan scnjata apl adalah biaya penyelidikon vang tinggi, masvarakat vang
tidak memberi informasi, keterbatasan peralatan yang dimiliki pold, dan sekarang
banyak  beredar semjats api rakitan sehingea membuat Polri kesulitan dalam
menangegulanginva. Mengenal  upaya vang  dilakukan  dalam  menangpulangi
penvalahgunaan senjota api melalui, razia, peradilan pidana, penyuluhan hukum.
memperketal 1zin kepengurzsan senjata api.



BAR I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakansz Masalah

Kepolisian suatu instutitusi vang telab memisahkan dind dengan TNI ini dapal
dilibat dari Instruksi Presiden Nomor: 2 tahun 1999 tentang langkah-langkzh
sebijakan dalan rangka pemisaban Polit dan ABRL dan merupakan landasan formal
berjalannyva reformasi di twbuh Polri. Pada tabun 2000 diterbitkan pula Keputusan
Presiden Momor 89 tentang kedudukan Polrt vang langsung berula dibawah Presiden
dan kemudian dipertegas dengan keluarnya TADP MPR Nomor [VMPRZ008 wentang
pemisghan Tentarn Nasional Indonesia depgan Polri dan TAP MPR Nomor
VIFMPRAZ0M) temang peran TN] dan Poln, Landasan-landasan formal tersebut
dimas merupakan latar belakang disusunnya Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebapai penpgant Undang-Undang
Polr yang lama yailu Undang-Undang Nomor: 28 tahun 1997,

Pelaksmnaan tugos maupun peran serla Poln vang telah disusun dan ditentukan
dalam Undang-lindang Nemoe: 2 rahun 2002 tentang Kepolisian telah dirumuskan
dan memperhatikan kedoudukan Polri scbapai alat Negara sesuai dalam bunvi TAP
MPR Nomor: VI wentang Poln dimana dalam pertimbangannva vaitu bahwa dalam
kehidupan masyarakat diperlukan aparat keamanan yang memberikan perlindungan
dan penegakan hukum (Law eaforcementy berupa Kepolisian Nepara Republik
Indonesia. oleh sebab Hu Polr merupakan alat Negara vang melaksanakan kekuasaan

Megara dibidang Kepolisian Prevensif dun represif dalam rangka Svstem Peradilan



Prdana (Crimingd Justice Spstem), dan Poln juga merupakan alat negarn yang
melaksanakan pemeliharaan keamanan dalam neger.

Dengan semenjak berpisah dengan TNI tahun 1999, wajah Polri berubah dari
seebuah institusi berbasis militer menjadi berbasis sipil, perubahan paradizma ini tdak
saja membuat pepampilan Polri lebih lembut, lunak, dan bersababat  dengan
masyarakal, tetapi juga menegaskan Polri sebagai alat negara vang berfungsi sebagai
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakal, serts menegakkan supremasi hukum
vang berbasis pada perlindungan hak sipil warga l‘l:l'gﬂl".!-l

Secara umum hasil dari jajak pendapal Kompgs memperlibatkan kinerja Polri
pada usianya yang ke-60 tahun menunjukan peningkatan vang kian positif. Ada lebih
dart separch bagian (358 persen) responden mengungkapkan kinerja Polri saat ini
semakin bwk daripada tahun sebclumnya. Bahkan dari segi citra pun terjadi
peningkatan apresiast vang cukup drastis dibandingkan dengan tohun sebelumnya
mercka vang menganggap citra Polisi baik hanva disuarakan rata-rata dihawah 460
persen responden, Kini disvarakan olch 51 persen. Kendati demikian, dalam beberapa
segi Kinerja Polri dipandang belum memuaskan, dalam penegakan hukum. Polr
dinilai masih banyak meninggalkan pekerjaan rumah kepada masvarakat, terutama

dalam kasus vang besar,
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Ketidaktegasan Polri dalam beberapa kasus juga dirasakan responden jajak
pendapat, setidakoya selama setahun terakbir, kinerja Polri dalam penegakan hekon
tidak menunjukan peningkatan prestasi dimata respomiden. Kekecewsan publik
tampaknya belum bisa terobati lantaran kingja Polisi dalam penegakan hukum belum
memperiibalkan tanda perbaikan. Pengusotan oleh Polist terkait denpan beberapa
kasus hukum vang dinilai ddak adil oleh publik, Terkait dengan rasa keadilan
masyarakat lersebul, responden menilai babwa langkah-langkah vanyg dilakukan oleh
Polrt mencerminkan keberpihakannya kepada kepemtinpan-kepentingan terieniu, Hal
i hisa dirasakan oleh 36,3 persen responden yung menganpgap sepak terjangnya
Polisi selama ini febih mementingkan kepentingan penpuasa dari pada kepentingan
masyarakat, tetapi juga independensi institust Poled i sendin.”

Mamun sebagian masyarakat i Indonesia keamanan terhadap dirinyva belum
didapat sebagaimana mestinyva. hal mi dapat dilihat sckarang banyak warga sipil vang
memiliki senjata api. Bagi seseorang vang ingin menjags keselamatan diri, memang
memiliki senjata bukanlah suatu tindakan vang tidak baik, Sebab, kepemilikan senjata
api fu telah dialur oleh Undanp-Undang Nomor 12 tahun 1931 dan didokung UL
Momar 21 1ahun 1951 Perateran Pemerintah lentang kewenangan perizinan senjata
apl serta didalam Undang-Undang Kepolisian Nomor: 2 tahun 2002 menjelaskan
didalam pasal 15 avat 2 huruf ¢ vakni Kepolisian memberikan izin dan melakukan

pengawasan semjala api. baban peledak, dan senjata tajam.

2 gk Perdapar “Rniwimes | femieisangdis folvd o deerpan Meiahaibmer remer, Bainvmus Senmm 3 Juli 2006
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BAB IV

PENUTLP

Dralum Tab 1V ind schaga Bab terakbic dari penuelisan skripst im penulis akan

mengemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan inti sari dari skepsi im, sena

saran-saran dengan harapan nantinya dapat merupakan sumbangan pikiran dan

menjadi baban masukan bagi pihak Kepolisian dan pada masyarakat khususnys

dalam kepemilikan senjata api. Untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan

Vesimpulan dari kescluruban isi dari skripsi ini dan saran-saran sebagai berikut.

A, Kesimpulan

L.

Lt

Kepolisian adalah institusi yang telah memisabkan dirt dengan TID serla
diber:  kewenangan  untuk  mengontrol  masyarakat  sccara [sike serla
menangkap, menahan, dan menginterogasi, Kepolisian juga berwenang unuk
memberi izin didalam kepemilikan/penggzunsan senjata apy oleh warga sipil
vang mana tercamtum dalaom Undanp-Undang Kepolisian Nomor: 2 tahun
2002 pasal 135 avat (23 hurut' e, dan apabila erjadi penvalahgunaan senjata api
aleh  warga sipil maka pihak Kepolisian  melakukon penyidikan  dan
penvelidikan

Faklor penghambat Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunsan senjata
api, pihak Kepolisian juga sering mengalami kesalitan dalam menanggualangi
penyalabgunaan senjata api vailu dari masyarakat ini dikamakan masyarakat

sendici tidak memberikan informasi bahwa tefadi penvalahgunaan senjata api.
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pengetahuam  masvarakat tentang  hukum  sendini kurang,  pelaku  yang
melarikan  dir, banyaknva beredur senjata api rokitan sehingps pihak
Kepolisian kesulitan untuk menyelidikinya dikamakan sulit mana senjata
ilepal dan legal,

Mengenai upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangt penyalahgunsan

frd
f

serjata api dapat dilskukan denpgan kebijakan kriminal atau politk kriminal
dalam masyarakat haik penal vakni melalui jalur hukum pidana yang akhimya
akan dikenakan ssnksi pidana berupa pidana penjam, sedangkan non penal
kebijakan yang diambil bukan melalui pidana akan tetapt melalui tndakan
persuasif atau pendekatan secara sosiologis. selain i melakukan razia
lerhadap masvarakal yang mengpunakan seniata api. penyuluban hukum
kepada masyarakat, menghentikan izin kepemilikan senjata api bagi warga
sipil dan senjata api vang dimiliki oleh warga sipil akan sepera ditank.
8. Saran

1. Sehaiknva Pihak Kepolisian mengevaluasi bagaimana memberi rekomendasi
vang lehih efekif, haik dalam tes. maupun penunjukan orang oleh instansi
tertenty dan pemepang senjata api mestinga adalah orang vang secara
psikologis tepat.

2, Sehaiknva pemberian izin senjota api harus dihentikan sesuai dengan petunjuk
Kapolr tentany penppunaan senjata api oleh warga sipil dengan alasan karena

terjadi penyalahgunaan senjats api oleh warga sipil it sendini.
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